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Pengelolaan  zakat di Aceh secara yuridis  dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi bagian 
dari  Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tingkat  Provinsi maupun Pemerintah Kabu-
paten/Kota. Oleh karena itu perlu optimalisasi pengumpulan zakat. Pamerintah Aceh melalui 
Qanun tentang Baitul Mal telah melakukan upaya hukum untuk mengoptimalkan pembaya-
ran zakat oleh umat Islam di Aceh yaitu dengan menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak 
menyerahkan zakat kepada Baitul Mal. Namun demikian ‘uqubah tersebut masih terlalu rin-
gan dan hamper tidak berjalan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah huku-
man yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan 
itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat 
optimal terlaksana. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendeka-
tan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ringannya ‘uqubah yang ter-
dapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa,  
dalam Hukum   Islam   sanksi   bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat karena menging-
kari  kewajiban zakat adalah hukuman had (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi mu-
zakki yang enggan mengeluarkan zakat karena sikap  kikir ‘uqubahnya yaitu pengambi-
lan harta zakat secara paksa dan disertai ta’zir berupa denda setengah dari hartanya dan 
kalau perlu dengan ‘uqubah penjara. 
 
Kata Kunci: Uqubat,  Muzakki,  Zakat,  Baitul Mal,  Aceh 
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1. PENDAHULUAN 
Hukum pidana adat 
mengatur tindakan yang 
melanggar perasaan keadilan dan 
kepatutan yang hidup di tengah 
masyarakat, sehinga menyebabkan 
terganggunya ketentraman serta 
keseimbangan masyarakat 
(Santoso, 1990:9).  
Kebijakan pemerintah pusat  
menempatkan Provinsi Aceh seba-
gai daerah otonomi yang bersifat 
khusus didasarkan pada   keten-
tuan Pasal 18 B ayat (1) Undang-
Undang Dasar Tahun 1945. Seba-
gai implementasi dari ketentuan 
pasal di atas, kepada Aceh diberi-
kan hak untuk menjalankan sya-
ri’at Islam sebagaimana diatur da-
lam Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2006 tentang Pemerintah 
Aceh. Pasal 125 Undang-Undang 
No 11 Tahun 2006 menegaskan  
bahwa : 
(1) Syari’at Islam yang 
dilaksanakan di  Aceh 
meliputi  aqidah, syar’iyah 
dan akhlak. 
(2) Syari’at Islam sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
meliputi ibadah, ahwal al-
syakhshiyah (hukum 
keluarga), muamalah (hukum 
perdata), jinayah (hukum 
pidana), qadha’ (peradilan), 
tarbiyah (pendidikan), 
dakwah, syiar, dan 
pembelaan Islam. 
 
Pelaksanaan syariat Islam 
secara kaffah merupakan cita-cita 
dari segenap masyarakat Aceh 
agar terwujudnya tata kehidupan 
yang aman, tenteram, tertib, se-
jahtera dan adil dalam mencapai 
ridha Allah swt. Salah satu bentuk 
pemberlakuan syariat Islam di 
Aceh dalam  bidang pengelolaan 
zakat (Amir, 2003: 37) yang men-
jadi kewenangan Pemerintah Dae-
rah (Pemda). (Khairunnisak, 
2017: 1)  
Menurut bahasa, zakat be-
rasal dari kata “ zaka” yang ar-
tinya berkah, tumbuh, bersih dan 
baik. Sedangkan menurut bahasa 
Arab, arti dasar dari kata zakat,  
ditinjau  dari  segi  bahasa  adalah,  
suci,  tumbuh,  berkah  dan  terpu-
ji. Semua arti dari zakat tersebut 
telah disebutkan dalam Al-Quran 
dan Hadits. Zakat dalam istilah 
fiqih berarti sejumlah harta ter-
tentu yang diwajibkan Allah SWT 
diserahkan kepada orang-orang 
yang berhak.(Qardawi, 1999:34) 
Al-Quran maupun sunnah 
telah menyinggung  zakat harus 
dikelola oleh pemerintah,   dalam 
Al-Qur-an pada surat At-Taubah 




Artinya: “Ambillah zakat dari se-
bagian harta mereka, dengan zakat 
itu kamu membersihkan dan men-
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sucikan mereka dan mendo'alah 
untuk mereka. Sesungguhnya do'a 
kamu itu ketenteraman jiwa bagi 
mereka. Dan Allah Maha Menden-
gar lagi Maha Mengetahui”. 
 
Kata “khuwzh” yang tercan-
tum dalam surat al-Taubah ayat 
103 di atas, sebagai penegasan 
bahwa hanya pemerintah yang 
memiliki otoritas untuk mengam-
bil dan mendayagunakan harta za-
kat. Allah swt. juga menyatakan 
dalam surat al-Taubah ayat 60 
dengan kata “’ᾱmilin” yang berben-
tuk jamak sebagai isyarat perlunya 
pengorganisasian dalam pengelo-
laan zakat. (Armiadi, 2015:1) 
Pengelolaan  zakat di Aceh 
secara yuridis  dilakukan oleh Pe-
merintah dan menjadi bagian dari  
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
baik pada Tingkat  Provinsi mau-
pun Pemerintah Kabupaten/Kota. 
(Nurdin, 2017: 2)    Ketentuan ter-
sebut  diatur   dalam Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pemerintah Aceh, pada   
pasal 180. Sedangkan secara lebih 
khusus diatur dalam Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2018 tentang 
Baitul Mal.  
Baitul Mal Propinsi dan Ka-
bupaten/Kota  diberikan kewe-
nangan untuk  mengelola zakat 
yang berasal dari masyarakat yang 
ada di Propinsi Aceh maupun Ka-
bupaten/Kota baik dari unsur pe-
dagang, pengusaha, petani, peke-
bun, PNS ataupun Pejabat dan Ka-
ryawan yang beragama Islam.  
Demikian juga diberikan kewe-
nangan untuk mengelola Zakat Mal 
yang berasal dari BUMN, BUMD, 
Badan Hukum, serta profesi lain-
nya.  Pada Pasal 102  Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2018 menentu-
kan:  
(1) Setiap orang yang beragama 
Islam atau Badan Usaha yang 
dimiliki oleh orang Islam dan 
berdomisili dan/atau melaku-
kan kegiatan usaha di Aceh 
yang memenuhi syarat sebagai 
Muzakki wajib menunaikan 
Zakat melalui Baitul Mal. 
Qanun Baitul Mal Aceh bu-
kan hanya mewajibkan muzakki 
untuk menunaikan zakatnya mela-
lui baitul mal, tetapi juga mengatur 
tentang ‘uqubat atau hukuman 
yang akan diterima oleh muzakki 
apabila tidak menunaikan zakatnya 
melaluui Baitul Mal. Ketentuan  
‘uqubat  dalam Qanun  Nomor  10 
Tahun 2018, diatur pada  Pasal 
154,  yang menentukan: Setiap 
orang Islam atau Badan yang me-
langgar ketentuan Pasal 102 dihu-
kum karena melakukan jarimah 
ta’zir dengan ‘Uqubat berupa : 
a. denda satu kali nilai Zakat 
yang wajib dibayarkan; 
b. kewajiban    membayar    se-
luruh    biaya    yang    di-
perlukan sehubungan dengan 
audit khusus; dan 
c. mengembalikan semua keru-
gian akibat perbuatannya. 
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Ketentuan pasal 154 Qanun 
Baitul Mal mempunyai implikasi 
hukum yang luas, baik terhadap 
jumlah ‘uqubah maupun terhadap 
muzakki yang tidak menunaikan 
zakat melalui baitul Mal. Zakat da-
lam konteks hukum Islam merupa-
kan salah satu kewajiban bagi selu-
ruh umat  Muslim.  Kedudukannya  
dalam peribadatan adalah sebagai 
salah satu dari rukun Islam. Oleh 
karena itu ‘uqubah   atau sanksi 
terhadap muzakki yang enggan 
membayar  zakat berbeda dengan 
uqubah lainnya.  
Muzakki yang tidak menu-
naikan ibadah zakat  dapat  dike-
nakan sanksi keras  dan berganda, 
yaitu sanksi di dunia dan di akhirat 
karena penolakan membayar zakat 
telah melakukan kesalahan ganda 
pula, yaitu kesalahan terhadap Al-
lah dan kepada orang-orang yang 
mempunyai hak dalam hartanya.  
Muzakki yang enggan mengelua-
rkan zakat bukan hanya diancam 
dengan hukuman materi. Akan te-
tapi pemerintah diberikan kewe-
nangan menghukum secara fisik 
dan penjara, sesuai dengan kondisi 
dan situasi. Ketentuan demikian 
sesuai dengan  kasus penolakan 
membayar zakat pada masa Abu 
Bakar. Abu Bakar dengan tegas 
bersikap dengan menegaskan: 
Wahai Umar, “Demi Allah, aku 
akan  memerangi  siapapun  yang  
memisahkan  shalat  dengan  za-
kat”. (Haekal, 2013: 88) 
Adapun terhadap muzakki 
yang tidak menunaikan zakat mela-
lui baitul Mal juga mempunyai per-
soalan tersendiri mengingat zakat 
dalam sebagian masyarakat masih 
dikelola secara tradisional, ada 
zakat yang diserahkan kepada 
pembangunan mesjid, pembangu-
nan tempat pengajian dan ada pula 
yang diserahkan secara langsung 
oleh Muzakki kepada Mustahik. 
(Zulhamdi, 2014:4) 
Berdasarkan uraian di atas 
maka pembahasan ini akan men-
ganalisis bagaimana  ‘Uqubat  yang 
seharusnya ditetapkan Kepada 
Muzakki yang Tidak Menunaikan 
Zakat Melalui  Baitul Mal Aceh. 
 
2. METODE PENELITIAN 
Penelitian ini merupakan 
penelitian kepustakaan  (library 
research), yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan meneliti data 
sekunder. Pendekatan yang 
digunakan adalah  pendekatan 
perundang-undangan (statue 
approach) yakni pendekatan 
dengan menggunakan legislasi dan 
Konsepsi. Referensi utama dalam 
membahas ‘uqubah terhadap mu-
zakki ini menggunakan Al-Qur-an 
dan Hadits serta peraturan 
perundang-undangan yaitu  Un-
dang-Undang Nomor 11 Tahun 
2006 dan Qanun Aceh Nomor 8 
Tahun 2018 tentang Baitul Mal 
serta dengan mengutip pendapat 
para ulama yang berkaitan dengan 
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‘uqubah bagi pelanggar zakat. Ana-
lisis data dilakukan melalui  pre-
skriptif analisis. 
 
3. HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
 
3.1 ‘Uqubah Terhadap Muzakki 
Yang Tidak membayar Zakat 
Menurut Qanun Aceh Nomor 10 
Tahun 2018 
Berdasarkan Qanun Nomor 
10 Tahun 2018, Baitul Mal Propin-
si dan Kabupaten/Kota  diberikan 
kewenangan untuk  mengelola za-
kat yang berasal dari masyarakat 
yang ada di Propinsi Aceh maupun 
Kabupaten/Kota baik dari unsur 
pedagang, pengusaha, petani, pe-
kebun, PNS ataupun Pejabat dan 
Karyawan yang beragama Islam.  
Demikian juga diberikan kewe-
nangan untuk mengelola Zakat Mal 
yang berasal dari BUMN, BUMD, 
Badan Hukum, serta profesi lain-
nya.  Pada Pasal 102  Qanun Aceh 
Nomor 10 Tahun 2018 menentu-
kan: (1) Setiap orang yang bera-
gama Islam atau Badan Usaha yang 
dimiliki oleh orang Islam dan ber-
domisili dan/atau melakukan ke-
giatan usaha di Aceh yang meme-
nuhi syarat sebagai Muzakki wajib 
menunaikan Zakat melalui Baitul 
Mal. 
Berdasarkan ketentuan Qa-
nun Baitul Mal Aceh, bukan hanya 
mewajibkan muzakki untuk menu-
naikan zakatnya tetapi juga menga-
tur tentang ‘uqubat atau hukuman 
yang akan diterima oleh muzakki 
apabila tidak menunaikan zakatnya 
melaluui Baitul Mal. Ketentuan  
‘uqubat  dalam Qanun  Nomor  10 
Tahun 2018, diatur pada  Pasal 
154,  yang menentukan: Setiap 
orang Islam atau Badan yang me-
langgar ketentuan Pasal 102 dihu-
kum karena melakukan jarimah 
ta’zir dengan ‘Uqubat berupa : 
a. denda satu kali nilai Zakat 
yang wajib dibayarkan; 
b. kewajiban    membayar    se-
luruh    biaya    yang    di-
perlukan sehubungan dengan 
audit khusus; dan 
c. mengembalikan semua keru-
gian akibat perbuatannya. 
 
Berdasarkan Ketentuan 
pasal 154 Qanun Baitul Mal, mu-
zakki yang tidak menunaikan zakat 
melalui baitul Mal Aceh atau Kabu-
paten/Kota dikenakan ‘uqubat, 
denda, kewajiban membayar selu-
ruh biaya akibat audit khusus dan 
mengembalikan semua kerugian 
akibat perbuatannya.  Penerapan 
ketentuan pidana terhadap muzak-
ki yang tidak mau membayar zakat  
dimaksudkan supaya pendapatan 
daerah dari unsur zakat dapat di-
peroleh secara maksimal.  Khusus 
untuk Pmerintah Aceh, zakat me-
miliki tempat khusus dalam peme-
rintahan, selain sebagai penunjang 
Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
pengelolaan zakat di Aceh dilaku-
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kan oleh sebuah lembaga khusus 
bernama Baitul Mal.  
Kebijakan menempatkan 
zakat sebagai bagian dari  Penda-
patan Asli Daerah di Aceh, diatur 
dalam Undang-Undang  Nomor  11 
Tahun 2006 pada Pasal 180 ayat 
(1) huruf d, menyebutkan: “Zakat 
merupakan salah satu sumber PAD 
Aceh dan PAD Kabupaten/Kota”. 
Pasal 191 menyebutkan: “Zakat, 
harta wakaf dan harta agama dike-
lola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul 
Mal Kabupaten/Kota yang diatur 
dalam Qanun”.  Sebagai implemen-
tasi ketentuan tersebut, lahir Qa-
nun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 
tentang Baitul Mal. Oleh karena itu,  
zakat bukan hanya kewajiban sya-
riat semata, melainkan kewajiban 
yang telah ditetapkan oleh negara. 
Baitul Mal merupakan lem-
baga resmi yang mengelola zakat, 
infaq dan sadaqah di Aceh. Lemba-
ga ini memiliki peran penting da-
lam membantu masyarakat muslim 
untuk bangkit dari keterpurukan 
ekonomi, dan dengan memiliki me-
kanisme yang baik akan memu-
dahkan manajemen pengelolaan 
dan penyaluran dana yang ada di 
Baitul Mal. Mekanisme yang  di-
maksudkan dalam penelitian ini 
adalah cara kerja lembaga zakat 
yaitu Baitul Mal Aceh terkait dite-
tapkannya zakat sebagai Pendapa-
tan Asli Daerah (PAD), baik dari 
segi pengelolaannya maupun pe-
nyalurannya. Mekanisme ini juga 
diharapkan mampu mengikuti ke-
butuhan zaman namun tetap ber-
landaskan ketentuan syariat. 
(Khairunnisak: 14) 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) merupakan semua peneri-
maan daerah yang  berasal dari 
sumber ekonomi asli daerah. Me-
nurut Nurlan, PAD adalah pendapa-
tan yang diperoleh daerah berda-
sarkan peraturan daerah sesuai 
dengan peraturan perundang-
undangan, dan hasilnya diman-
faatkan untuk penyelenggaraan 
tugas-tugas  pemerintahan dan ke-
giatan pembangunan dalam rangka 
mengisi kemandirian otonomi dae-
rah.( Darise, 2006: 3) Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) merupakan se-
mua penerimaan yang diperoleh 
daerah dari sumber-sumber dalam 
wilayahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah se-
suai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. (Halim, 
2004: 96) Dengan demikian, maka 
Undang-undang Pemerintah Aceh 
dan Qanun Baitul Mal  menjadi da-
sar bagi pelaksanaan zakat sebagai 
PAD di  Provinsi Aceh.  
 
3.2 Analisis ‘Uqubah Terhadap Mu-
zakki Yang Tidak membayar Za-
kat Kepada Baitul Mal Aceh 
 
Berdasarkan Pasal 154  Qa-
nun Baitul Mal Aceh menentukan 
‘uqubah terhadap muzakki yang 
tidak mau membayar zakat melalui 
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Baitul Mal Aceh maupun  Kabupa-
ten/Kota dengan ancaman denda 
satu kali nilai Zakat yang wajib di-
bayarkan; kewajiban    membayar    
seluruh    biaya    yang    diperlu-
kan sehubungan dengan audit khu-
sus; dan mengembalikan semua 
kerugian akibat perbuatannya. Ke-
tentuan tersebut mempunyai im-
plikasi hukum yang luas terhadap 
muzakki di Aceh.  
Muzakki di Aceh umumnya 
tidak mengeluarkan zakatnya seca-
ra modern, diman, Zakat dalam 
sebagian masyarakat Aceh masih 
dikelola secara tradisional, ada 
zakat yang diserahkan kepada 
pembangunan mesjid, pembangu-
nan tempat pengajian dan ada pula 
yang diserahkan secara langsung 
kepada mustahak. Sehingga dengan 
sistem seperti ini muzakki dapat 
memberikan zakatnya kepada 
mustahak yang diinginkan. Namun 
demikian apabila dikaitkan dengan 
ketentuan Pasal 154 Qanun Baitul 
Mal, maka kepada muzakki terse-
but dikenakan ‘uqubat karena ti-
dak menyerahkan zakatnya kepa-
da Baitul Mal.  
Kriminalisasi terhadap mu-
zakki yang tidak menyerahkan za-
katnya kepada Baitul Mal, karena 
membagi sendiri zakatnya, harus 
diantisipasi secara yuridis karena   
merupakan pelanggaran terhadap 
hak warga Negara. Oleh karena itu 
perlu adanya norma hukum untuk 
melindungi muzakki yang secara 
tradisional membayar zakatnya 
sendiri dengan iktikad baik dalam 
rangka menjalankan perintah Al-
lah. 
‘Uqubah sebagaimana diten-
tukan dalam Pasal 154 Qanun Baitul 
Mal seharusnya diterapkan kepada 
Muzakki yang sama sekali tidak 
membayar zakat, karena Zakat da-
lam konteks hukum Islam merupa-
kan salah satu kewajiban bagi selu-
ruh umat  Muslim.  Namun demi-
kian kadar atau ketentuan ‘uqubah 
yang diatur dalam Pasal 154 di atas  
masih sangat rendah dibandingkan 
dengan kejahatan yang dilakukan 
oleh muzakki yang sama sekali ti-
dak mau mengeluarkan zakat.  
Rendahnya ‘uqubah seba-
gaimana diatur dalam Qanun Baitul 
Mal, karena dalam Islam zakat me-
rupakan salah satu rukun Islam 
dan menolak melaksanakan hukum 
Islam berarti telah mengingkari 
kewajiban sebagai muslim. Oleh 
karena itu status hukum orang 
yang mengingkari kewajiban dapat 
menyebabkan kekafiran.  Muham-
mad Abu Zahra, mengemukakan 
bahwa status hukum orang yang 
meninggalkan zakat adalah: Apabi-
la orang yang ingkar zakat tersebut 
seorang muslim dan menjadi pen-
duduk negara Islam dan jalan un-
tuk mengetahui tentang kewajiban 
zakat terbuka, maka tidak ada ala-
san baginya untuk tidak mengeta-
hui. Para ulama mengatakan bah-
wa dia termasuk orang yang mur-
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tad. Sebab dalil wajibnya zakat je-
las dan tegas disebutkan di dalam 
Al-quran dan Hadits.  
Oleh karena itu, orang yang 
mengingkari kewajiban zakat be-
rarti mendustakan   kitab   Allah   
dan   Sunnah   Rasul,   barang   sia-
pa   menolak menunaikan zakat 
sebagai salah satu kewajiban 
agama, maka ia termasuk muslim 
durhaka. Dia harus ditindak tegas 
dan dikenakan sanksi (ta'zir).( Za-
hra. 1999: 19-21) Muhyiddin An-
Nawawi, menegaskan kewajiban 
zakat adalah ajaran agama Allah 
ta’ala yang diketahui secara pasti. 
Sehingga, orang yang mengingkari 
kewajibannya sesungguhnya telah 
mendustakan Allah ta’ala dan 
mendustakan Rasulullah shallalla-
hu ‘alaihi wasallam, sehingga ia di-
hukumi kufur. (An-Nawawi, 2003: 
331) Kewajiban zakat itu berda-
sarkan Kitab Allah, Sunnah dan Ij-
ma‟. Siapa yang mengingkari kewa-
jibannya, maka dia dihukum kafir. 
Jika mengingkarinya karena ke-
bakhilan semata, maka hartanya 
dapat disita secara paksa. Adapun 
jumlah harta yang boleh disita ada-
lah separohnya. (Qadir, 1998: 38)  
Para ulama bersepakat (be-
rijma’) bahwa siapa yang menen-
tang dan mengingkari kewajiban 
zakat, maka ia telah kafir dan mur-
tad dari Islam. Karena ini adalah 
perkara ma’lum minad diini bid do-
ruroh, yaitu sudah diketahui akan 
wajibnya. Ibnu Hajar berkata, ada-
pun hukum asal zakat adalah wajib. 
Siapa yang menentang hukum za-
kat ini, ia kafir. Az-  Zahaby,  meng-
kategorikan orang  yang  tidak  
mau  membayar zakat, tergolong 
pemikul dosa besar. Termasuk da-
lam kategori pembangkang zakat 
termasuk orang-orang yang sen-
gaja dan mencari-cari alasan se-
hingga dia berusaha melepaskan 
dari jangkauan petugas zakat.  
Orang yang enggan menu-
naikan zakat dalam keadaan meya-
kini wajibnya, ia adalah orang fasik 
dan akan mendapatkan siksa yang 
pedih di akhirat. Allah Ta’ala ber-
firman pada Surat At-Taubah ayat 
34-35: 
 يِف اََهًُىقِفٌْ ُي َلََو َة َّضِفْلاَو َةَهَّذلا َىوُزٌَِْكي َييِذَّلاَو
 اَهَْيلَع ًَوُْحي َمَْىي  ٍنيَِلأ ٍبَاذَِعت ْنُهْزَِّشَثف ِ َّاللَّ ِلِيثَس
 ْنُُهتُىٌُجَو ْنُهُهاَثِج اَِهت يَىُْكَتف َنٌََّهَج ِراًَ يِف
 ُْنتٌْ ُك اَه اُىقُوذَف ْنُكُِسفًْ َ ِلِ ُْنتْزٌََك اَه َاذَه ْنُهُرىُهُظَو
 َىوُزٌَِْكت 
Artinya : “Dan orang-orang 
yang menyimpan emas dan perak 
dan tidak menafkahkannya pada 
jalan Allah, maka beritahukanlah 
kepada mereka, (bahwa mereka 
akan mendapat) siksa yang pedih, 
pada hari dipanaskan emas perak 
itu dalam neraka jahannam, lalu 
dibakar dengannya dahi mereka, 
lambung dan punggung mereka 
(lalu dikatakan) kepada mereka: 
“Inilah harta bendamu yang kamu 
simpan untuk dirimu sendiri, maka 
rasakanlah sekarang (akibat dari) 
apa yang kamu simpan itu.” 
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Muzakki yang tidak menu-
naikan zakat sama dengan mema-
kan harta yang bathil, haram atau  
sama saja dengan korupsi, karena 
harta zakat adalah hak orang lain 
dan bukan lagi menjadi haknya 
walaupun harta itu memang ada di 
tangannya dan memang hasil dari 
usahanya sendiri. Ini penting un-
tuk digaris bawahi, karena perbua-
tan ini tentu saja akan mengotori 
jiwa kita dan membuat doa tidak 
akan dikabulkan Allah karena ia 
telah memakai atau mengonsumsi 
harta  yang  haram.  Itulah  sebab-
nya,  zakat  sangat  penting  bagi  
penyucian jiwa. (Muttaqien, tt: 8-
9)  
‘Uqubah terhadap muzakki 
yang tidak membayar zakat,  seca-
ra duniawi yaitu pemerintah di-
perkenankan mengambil paksa 
zakat yang harus dibayarkan dan 
memberi hukuman pada pelaku 
agar jera. Muzakki yang enggan 
mengeluarkan zakat bukan hanya 
diancam dengan hukuman materi. 
Akan tetapi pemerintah diberikan 
kewenangan menghukum secara 
fisik dan penjara, sesuai dengan 
kondisi dan situasi. Ketentuan 
demikian sesuai dengan  kasus 
penolakan membayar zakat pada 
masa Abu Bakar. Abu Bakar den-
gan tegas bersikap dengan mene-
gaskan: Wahai Umar, “Demi Allah, 
aku akan  memerangi  siapapun  
yang  memisahkan  shalat  dengan  
zakat”.(Haekal, 2013: 88) Imam Al-
Qaffal menegaskan, jika pemilik 
harta tidak mau membayar zakat 
sebab bakhil, maka zakat diambil 
paksa darinya dan ia berhak di-
ta’zir.” (Bakar, 2004: 10) 
Jarimah ta’zir merupakan 
salah satu bentuk ‘uqubah dalam 
hukum Islam, secara bahasa ta’zīr 
berarti mencegah dan menolong. 
Adapun menurut istilah ahli fikih, 
ta’zīr adalah hukuman yang uku-
rannya dipasrahkan kepada hakim, 
baik disyariatkan berkenaan den-
gan hak Allah ataupun yang berke-
naan dengan hak anak adam. Ta’zīr 
diartikan sebagai hukuman atas 
dosa yang tidak ada hukuman ḥadd 
atau kifaratnya. Berdasarkan mak-
na ini, maka bentuk tindak pidana 
ta’zīr tidak disebutkan jumlahnya, 
juga tidak ditentukan apa huku-
mannya. Intinya, semua tindakan 
yang dianggap melanggar hak Al-
lah dan hak menusia, maka hakim 
atau pemerintah diberi keluasan 
dalam menentukan apa dan ba-
gaimana hukum dibebankan kepa-
da pelaku.  
Berdasarkan dari hak yang 
dilanggar, jarīmahta’zīr dibagi ke 
dalam dua bentuk. Pertama, me-
nyinggung hak Allah. Kedua, me-
nyinggung hak menusia. Dalam 
pembagian ini, maka dapat diketa-
hui bahwa jarīmah zakat masuk 
dalam jarīmah ta’zīr yang me-
nyinggung hak Allah sekaligus me-
langgar hak manusia, sebab tidak 
membayar zakar karena kikir  ma-
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suk dalam kemasiatan (ma’ṣiyyah). 
Dilihat dari sifatnya, jarīmahta’zīr 
dibagi ke dalam tiga bentuk. Per-
tama, melakukan perbuatan mak-
siat. Kedua, melakukan kejahatan 
yang membahayakan kepentingan 
umum. Ketiga, melakukan pelang-
garan.  
Berdasarkan dasar hukum-
nya, jarīmah ta’zīr dibagi ke dalam 
tiga bentuk. Pertama, jarīmah 
ta’zīr yang berasal dari jarīmah 
ḥudūd atau qiṣāṣ, tetapi syarat-
syaratnya tidak terpenuhi, atau 
dimungkinkan ada syubhat di da-
lamnya. Kedua, jarīmahta’zīr yang 
jenisnya disebutkan dalam nas 
syara’, tetapi hukumannya belum 
ditetapkan, seperti riba, suap, atau 
mengurangi takaran timbangan. 
Ketiga, jarīmah ta’zīr yang baik je-
nis maupun sanksinya belum dije-
laskan dalam nas syara’. Orang 
yang meninggalkan shalat dan za-
kat termasuk  dalam  tindak  pi-
dana  hudud  yang  diperselisih-
kan,  maksudnya diperselisihkan  
adalah  apakah  termasuk  bagian  
dari  tindak  pidana  hudud, karena  
didalamnya  terdapat  had  atau-
kah  termasuk  dalam  kategori  
ta‟zir. Orang yang meninggalkan 
shalat dan zakat di sini diartikan 
sebagai siapapun  dari  kaum  mus-
limin  yang  tidak  mengerjakan  
shalat  lima waktu dan atau tidak  
membayar zakat karena meleceh-
kan atau mengingkari. Hal yang 
demikian membuatnya menjadi 
kafir dan ia dibunuh karena had.( 
Faruk, 2009: 42)  
Berdasarkan kriteria  di 
atas, maka jarīmah muzakki yang 
tidak membayar zakat karena kikir 
masuk dalam jarīmah ta’zīr yang 
jenisnya disebutkan nas syara’. Hal 
ini dipahami dari makna umum 
Qur-an Surat At-Taubah ayat 34-
35, yang mengancam orang yang 
menyembunyikan hartanya den-
gan  cara dibakar dahi mereka, 
lambung dan punggung mereka 
pada hari Kiamat.  
Penentuan jenis ‘uqubat 
yang dapat dijatuhkan terhadapat 
orang-orang yang tidak mau men-
geluarkan zakatnya, menurut go-
longan  Syafi‟iyah,  “Barangsiapa  
yang  wajib  zakat,  akan  tetapi  
menolak untuk  mengeluarkan,  
maka  hendaknya  diperhatikan:  
Apabila  ia mengingkari kewajiban, 
maka sesungguhnya ia telah kufur, 
karena itu bunuhlah oleh sebab 
kekufurannya itu, sebagaimana 
harus dibunuhnya si murtad, kare-
na kewajiban zakat itu suatu hal 
yang disyaratkan secara jelas da-
lam  Islam.  Barangsiapa  yang in-
gkar akan  kewajiban, berarti ia 
telah berbohong kepada Allah, 
berbohong kepada Rasul Nya, ka-
renanya harus dihukum dengan 
sebab kekufuran itu. Dan jika tidak 
mau mengeluarkan karena kikir, 
maka zakat harus diambil juga 
daripadanya, dan ia harus diberi 
peringatan. Jika perlu dapat dihu-
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kum kurungan. (Qardawi, 
2007:765)  Golongan  Hanafiyah,  
berpendapat  bahwa  orang-orang  
yang  enggan mengeluarkan za-
katnya harus diperiksa dan dis-
umpah untuk membuktikan kete-
rangannya. Jika ternyata mereka 
dusta maka zakatnya harus dipun-
gut meskipun telah berlalu bebe-
rapa tahun dan diperhitungkan 
sebagaimana mestinya. Adapun 
golongan  Malikiyah,  berpendapat  
bahwa  zakat  dari  orang-orang  
kaya harus dipungut secara paksa, 
dan dikenakan ta‟zir, kalau perlu 
dikenakan hukum tahanan, jika 
mereka menentang. Dalam hal ini 
penguasa boleh mengambil sikap 
tegas kalau perlu menyita seba-
nyak yang harus dikeluarkan za-
katnya.  
Berdasarkan uraian di atas 
maka  zakat merupakan salah satu  
rukun Islam, zakat tidak   hanya 
mempunyai dimensi ibadah (ke-
wajiban kepada Allah) tetapi ju-
ga berdimensi muamalah (kewa-
jiban kepada mustahik). Maka ke-
wajiban menunaikan zakat memi-
liki dua pertanggungjawaban seka-
ligus, baik kepada Allah SWT mau-
pun kepada mustahik. Oleh karena 
itu tidak menunaikan zakat karena 
kikir merupakan pelanggaran ter-
hadap hak Allah dan hak manusia, 
dan dalam hukum pidana Islam 
masuk dalam kategori hukuman 
ta‟zir. Sehingga sudah semestinya 
jika ada muzakki yang enggan atau 
lalai menunaikan zakatnya disank-
si  dengan ‘uqubah ta’zir secara 
maksimal berupa cambuk, mema-
sukkan k dalam penjara dan me-
rampas sebahagian dari hartanya, 
karena  dalam  harta  muzakki  
yangn bersangkutan masih terda-




dahnya ‘uqubah terhadap muzakki 
yang tidak membayar zakat dalam 
Qanun Baitul Mal, karena dalam 
Hukum   Islam   sanksi   bagi mu-
zakki yang tidak menunaikan zakat 
karena mengingkari  kewajiban 
zakat adalah hukuman had (dipe-
rangi atau dibunuh). Sedangkan 
bagi muzakki yang enggan men-
geluarkan zakat karena sikap  ki-
kir ‘uqubahnya yaitu pengambilan 
harta zakat secara paksa dan dis-
ertai ta’zir berupa denda setengah 
dari hartanya dan kalau perlu 
dengan ‘uqubah penjara. Diha-
rapkan kepada Pemerintah Aceh 
agar merevisi ketentuan Qanun 
Baitul Mal terkait ‘uqubah terha-
dap muzakki yang tidak membayar 
zakat melalui baitul Mal, karena 
masyarakat Aceh masih membayar 
zakat secara tradisional. Perlu 
memperberat ‘uqubah terhadap 
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